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PUTUSAN 

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg 

 بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat 

banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara gugatan hibah antara: 

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam,  pekerjaan Wiraswasta, tempat 

Kota Tasikmalaya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tertanggal 17 September 2019, memberikan kuasa 

dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, 

Rahmat Slamet, S.H. dan Saleh Cahyana, S.H., Advokat dan 

Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan. Tentara 

Pelajar No. 87, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, 

Kota Tasikmalaya, semula sebagai Tergugat 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai 

Pembanding. 

melawan 

Terbanding binti xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di 

Kota Tasikmalaya,  semula sebagai Penggugat Konvensi I/ 

Tergugat Rekonvensi I sekarang sebagai Terbanding I. 

Terbanding ll binti xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, 

semula sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat 

Rekonvensi II sekarang sebagai Terbanding II. 

Terbanding lll bin xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, semula 

sebagai Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III 

sekarang sebagai Terbanding III. 
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Terbanding IV binti Xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota 

Tasikmalaya, semula sebagai Penggugat Konvensi 

IV/Tergugat Rekonvensi IV sekarang sebagai Terbanding 

IV. 

Terbanding V binti Xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl Kota Bandung, 

semula sebagai Penggugat Konvensi V/Tergugat 

Konvensi V sekarang sebagai Terbanding V. 

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2019 

Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I  sampai dengan 

Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V/Terbanding V memberikan 

kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, Fajar Cahya 

Gumilar S.H. dan Gita Reslia, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di 

Jalan. Cimuncang, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota 

Tasikmalaya. 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan 

dengan perkara ini. 

 

DUDUK PERKARA 

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan 

Pengadilan Agama  Kota Tasikmalaya Nomor Prk/Pdt.G/2018/PA. Tmk 

tanggal 05 September 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 

Muharram 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Dalam Konvensi 

1.   Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 

2.   Menetapkan dan menyatakan sah hibah yang dilakukan oleh Xxxx bin 

Xxxx dan xxxx kepada  keenam orang anak-anaknya yang bernama: 

1) Terbanding 

2) Terbanding ll,  

3) Terbanding lll 



 

Halaman 3 dari 13 hal. Put. No. Prk/Pdt.G/2020/PTA. Bdg 
 

4) Terbanding lV 

5) Terbanding V  

6) Terbanding VI 

3.  Menetapkan pembagian harta hibah tersebut sebagai berikut: 

3.1.  Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, seluas     

355 m², sertifikat Hak Milik Nomor xxx, yang terletak di Jakarta 

Timur, dengan batas-batas: 

- Sebelah Utara  :  Jalan  

- Sebelah Barat  :  Mesjid  

- Sebelah Timur  : Tanah darat  

- Sebelah selatan  : Rumah  

dihibahkan kepada Penggugat I (Penggugat I binti Xxx). 

3.2  Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas      

123 m² sertifikat hak milik nomor xx/Gumuruh yang terletak di Kota 

Bandung dengan batas-batas: 

- Sebelah Utara  : Jl. Jendral Gatot Subroto 

- Sebelah Barat  : Rumah penginapan xxx 

- Sebelah Timur  : Gedung milik PT. xxx 

- Sebelah Selatan : Selokan 

dihibahkan kepada Tergugat (Tergugat bin   Xxxx). 

3.3  Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas      

480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) sertifikat hak 

milik nomor xxx atas nama xxx yang terletak di  Kota Tasikmalaya, 

dengan batas-batas: 

- Sebelah Utara  : Gang  

- Sebelah Barat  : Jalan  

- Sebelah Timur  : Bangunan rumah  

- Sebelah selatan : Jalan  

dihibahkan kepada Penggugat II (Terbanding llBinti Xxxx) dan 

kepada Penggugat V (Penggugat Binti Xxx) masing-masing seluas 

240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi). 

3.4   Tanah darat seluas 100 bata yang terletak di Kabupaten 

Sumedang, dengan batas-batas: 
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- Sebelah Utara     : Rumah  

- Sebelah Barat    :  Jalan  

- Sebelah Timur  : Rumah  

- Sebelah Selatan  : Rumah  

dihibahkan kepada Penggugat III (Terbanding lll bin Xxxx dan 

kepada Penggugat IV (Terbanding IV binti Xxx). 

3.5  Tanah sawah seluas 400 bata atau sekitar 5.600 m² (lima ribu enam 

ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama 

Xxxx yang terletak di Jl. Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas: 

- Sebelah Utara   : Jalan  

- Sebelah Barat   : Benteng  

- Sebelah Timur   : Sawah  

- Sebelah selatan  : Selokan 

dihibahkan kepada Penggugat III (Terbanding lll bin Xxxx dan 

kepada Penggugat IV (Terbanding IV binti Xxxx). 

4.  Menghukum Tergugat (Tergugat bin Xxxx) untuk mengembalikan atau 

menyerahkan objek sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan 

rumah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) 

Sertifikat Hak Milik Nomor 1365 atas nama Haji Xxx yang terletak di Kota 

Tasikmalaya, dengan batas-batas: 

- Sebelah Utara  : Gang  

- Sebelah Barat  : Jalan  

- Sebelah Timur  : Bangunan rumah / Apotek  

- Sebelah selatan  : Jalan Mesjid  

kepada Penggugat II (Terbanding llbinti Xxxx dan kepada Penggugat V 

(Terbanding V binti Xxxx). 

5.  Menghukum  Tergugat (Tergugat Bin Xxxx) untuk mengosongkan objek 

sebagaimana ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 1365 atas nama Haji 

Xxx seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) yang 

terletak di Kota Tasikmalaya. 

6. Menolak untuk selain dan selebihnya. 

Dalam Rekonvensi 

Dalam Eksepsi  
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1. Mengabulkan eksepsi rekonpensi Tergugat Rekonpensi untuk sebagian; 

2. Menolak untuk selain dan selebihnya; 

Dalam Pokok Perkara 

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima 

Dalam Konpensi dan Rekonpensi 

- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah          

Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). 

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding 

keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung melalui  Pengadilan  Agama Kota Tasikmalaya sesuai Akta 

Permohonan Banding Nomor  Prk/Pdt.G/2018/PA Tmk. tanggal 17 

September 2019. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah 

diberitahukan kepada PenggugatI/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, 

Penggugat IV/ Terbanding IV, masing-masing pada tanggal 14 Oktober 

2019, kepada Penggugat III/Terbanding III pada tanggal 11 Oktober 2019 

dan kepada Penggugat V/Terbanding V pada tanggal 07 November 2019. 

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan 

bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 26 September 2019 yang isi 

selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 26 

September 2019. Selanjutnya  Memori Banding tersebut diberitahukan dan 

diserahkan salinannya kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding !V 

masing - masing pada tanggal 14 Oktober 2019, kepada Terbanding III pada 

tanggal 11 Oktober 2019 dan kepada Terbanding V pada tanggal 16 Oktober 

2019. 

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor Prk/Pdt.G/2018/PA. 

Tmk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 

tanggal 11 November 2019 Para Terbanding tidak menyampaikan Kontra 

Memori Banding. 

Bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa 

Berkas Perkara Banding (Inzage) tanggal 15 Oktober 2019 Pembanding 

telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), akan 

tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor Prk/Pdt.G/2018/PA. Tmk yang 
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dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 30 

Oktober 2019, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara 

(inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Untuk 

Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing tanggal 11 

Oktober 2019, tanggal 14 Oktober 2019, tanggal 16 Oktober 2019 dan 

tanggal 21 Oktober 2019, Para Terbanding telah diberitahukan untuk untuk 

memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, akan tetapi berdasarkan 

Surat Keterangan Nomor Prk/Pdt.G/2018/PA. Tmk yang dikeluarkan oleh 

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 04 November 2019 

Para Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk 

memeriksa berkas perkara yang diajukan banding tersebut. 

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal  03 Januari 2020 dengan 

Nomor Register Prk/Pdt.G/2020/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada 

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang tembusannya disampaikan 

kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan Surat Nomor: W10-

A/16/HK.05/I/2020 tanggal 06 Januari 2020. 

    PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara 

ini telah diajukan dalam  tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding 

secara formal dapat diterima. 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung  sebagai 

judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah 

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan  tingkat pertama 

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan 

tingkat banding. 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding 

mempelajari  dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari 

Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi 

Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 
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Prk/Pdt.G/2018/PA.Tmk  tanggal 05 September 2019 Miladiyah, bertepatan 

dengan tanggal 05 Muharram 1441 Hijriyah dan Memori Banding 

Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan 

sebagaimana terurai di bawah ini.  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha 

untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak 

berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan 

Mediator Dadi Aryandi, S.Ag. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 

18 Januari 2019, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak 

berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 

upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) 

HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga 

dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat 

dilanjutkan. 

Dalam Konvensi 

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan 

diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis 

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan selanjutnya akan 

mempertimbangkan sendiri dan menjatuhkan putusan atas perkara  aquo 

sebagaimana diuraikan di bawah ini. 

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan 

pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas 

Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian 

perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV bahwa posita 

(fundamentum petendi) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan 

hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, 

sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat 

bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-

dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang dan 

sistematis.  



 

Halaman 8 dari 13 hal. Put. No. Prk/Pdt.G/2020/PTA. Bdg 
 

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya 

tertanggal 13 November 2019 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari 

pasangan suami-isteri Xxx alias Haji Xxx bin Xxxx dan Hj. Rd. Pupu 

Syamrotul Puadah. 

2. Bahwa Xxx alias Haji Xxx bin  Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 

06 Mei 2018 dan Hj. Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 27 

Desember 2010. 

3. Bahwa sesuai dengan Surat Hibah tertanggal 09 April 2004, sebelum 

meninggal dunia, H. A. D Xxx dan Hj. Xxxtelah menghibahkan harta 

mereka kepada keenam orang anaknya  sebagai berikut: 

1)  Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah, seluas       

355 m² Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, atas nama Nyonya Xxx yang 

terletak di Jakarta Timur, dengan batas-batas: 

- Sebelah Utara  :  Jalan Mesjid 

- Sebelah Barat  :  Mesjid  

- Sebelah Timur  :  Tanah kosong  

- Sebelah Selatan :  Rumah  

dihibahkan kepada Penggugat I binti Xxx (Penggugat I) 

2)  Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah, seluas       

123 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Gumuruh, atas nama Samrah 

Fuadah yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 RT 001 

RW. 005, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota 

Bandung, dengan batas-batas : 

- Sebelah Utara  :  Jalan Jendral Gatot Subroto 

- Sebelah Barat  :  Rumah Penginapan  

- Sebelah Timur  :  Gedung milik PT. xxx  

- Sebelah Selatan :  Selokan 

dihibahkan kepada Tergugat bin Xxx (Tergugat). 

3)  Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah, seluas 639 

m² Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, atas nama Haji Xxx yang terletak 

di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas : 
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- Sebelah Utara  :  Gang Kaum Kaler 

- Sebelah Barat  :  Jl. R. Ikik Wiradikarta 

- Sebelah Timur  :  Bangunan rumah/Apotek  

- Sebelah Selatan :  Jalan Mesjid  

dihibahkan kepada Terbanding llbinti Xxx (Penggugat II) dan 

Terbanding V binti Xxx (Penggugat V). 

4) Tanah darat seluas 100 bata yang terletak di Kabupaten Sumedang, 

dengan batas-batas : 

- Sebelah Utara          : Rumah  

- Sebelah Barat  :  Jalan  

- Sebelah Timur    :  Rumah  

- Sebelah Selatan :  Rumah  

dihibahkan kepada Terbanding lll bin H.A.D. Xxx (Penggugat III) dan 

Terbanding IV binti H.A.D. Xxx (Penggugat IV). 

5) Tanah sawah seluas 400 bata, Sertifikat Hak Milik Nomor 110, atas 

nama H.A.D. Xxx, yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-

batas : 

- Sebelah Utara  :  Jalan  

- Sebelah Barat  :  Benteng  

- Sebelah Timur  :  Sawah  

- Sebelah Selatan :  Selokan  

dihibahkan kepada Ir H. Muhammad bin H.A.D. Xxx (Penggugat III) 

dan kepada Terbanding IV binti H.A.D. Fachruddin (Penggugat IV). 

4. Bahwa  khusus sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah, 

seluas 639 m² Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, atas nama Haji Xxx yang 

terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas : 

- Sebelah Utara  :  Gang Kaum Kaler 

- Sebelah Barat  :  Jalan 

- Sebelah Timur  :  Bangunan rumah/Apotek  

- Sebelah Selatan :  Jalan Mesjid  

yang telah dihibahkan kepada Terbanding llbinti Xxx (Penggugat II) dan 

Terbanding V binti Xxx (Penggugat V), sampai saat ini masih dikuasai 

oleh Tergugat. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar pengadilan 
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menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat II 

dan Penggugat V sesuai Surat Hibah tertanggal 09 April 2004. 

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya 

sebagaimana tersebut di atas mendalilkan bahwa sebelum meninggal dunia 

H.A.D. Xxx dan Hj. Xxxtelah menghibahkan harta bersama milik mereka 

berdua kepada keenam orang anaknya, akan tetapi Para Penggugat tidak 

menjelaskan apakah obyek-obyek gugatan yang dihibahkan tersebut 

merupakan keseluruhan atau satu-satunya harta bersama milik H.A.D. Xxx 

dan Hj. Xxx ataukah tidak, apakah obyek-obyek gugatan yang dihibahkan 

tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta bersama milik dari H. 

A. D Xxx dan Hj. Xxx ataukah tidak, dan tidak dijelaskan pula apakah pada 

saat penghibahan tersebut disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 

orang saksi ataukah tidak, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 210 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah tidak boleh melebihi 1/3 

(sepertiga) dari harta benda milik pemberi hibah dan hibah harus dilakukan 

dihadapan 2 (dua) orang saksi, hal ini sejalan pula dengan  Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23 

Oktober1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa hibah yang 

melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan 

dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat 

Banding berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 

November 2019 dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan 

kabur (obscuur libel). 

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan oleh 

Para Penggugat tidak sempurna dan kabur (Obscuur libel), maka dapat 

dinyatakan pula bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 13 

November 2019 adalah surat gugatan yang mengandung cacat formil  yang 

karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet 

Onvenkelijke Verklaard). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/AG/2004 tanggal 14 Mei 2004  yang 

abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sebelum menerapkan Pasal 210 

ayat (1) KHI, terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta 

keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut 
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melampaui batas 1/3 harta pemberi hibah atau tidak. Oleh karena dalam 

surat gugatan tidak dijelaskan apakah harta tersebut satu-satunya harta 

peninggalan atau masih ada harta yang lain, sehingga dalam gugatan 

tersebut tidak tergambar apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta 

pemberi hibah atau tidak, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak 

dapat diterima karena kabur (obscuur libel). 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil 

dan telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka 

pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan jawaban 

Tergugat dan tidak perlu pula dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama 

yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian tidak dapat 

dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat 

Banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat 

dalam amar putusan perkara a quo. 

Dalam Rekonvensi 

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam 

konvensi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam 

konvensi telah diputus dengan putusan negative yaitu tidak menerima 

gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, maka dengan 

sendirinya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan pula tidak 

dapat diterima untuk seluruhnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1973 yang 

abstraksi hukumnya menyatakan bahwa oleh karena gugatan rekonvensi 

sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi (innerlijke samen 

hangen) sedang gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka 

gugatan rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama 
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yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, patut 

dipertahankan. 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para 

Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka Para 

Penggugat/Para Terbanding dapat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, 

oleh karenanya pula sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Para 

Penggugat/Para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara 

pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding. 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.       

MENGADILI 

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh  Pembanding 

dapat diterima; 

II Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 

Prk/Ptd.G/2018/PA Tmk tanggal 05 September 2019 Miladiyah, 

bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 Hijriyah dengan mengadili 

sendiri sebagai berikut: 

Dalam Konvensi 

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima 

(Niet Ontvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya.  

Dalam Rekonvensi: 

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima 

untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard) 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi  

untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah 

Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). 

III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)  

    Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Februari  

2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah 



 

Halaman 13 dari 13 hal. Put. No. Prk/Pdt.G/2020/PTA. Bdg 
 

oleh kami   Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Drs. H. 

Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.,  dan Drs. H. A. Fathoni Iskandar, M.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota  yang ditunjuk berdasarkan 

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung  Nomor 

5/Pdt.G/2020/PTA. Bdg tanggal 06 Januari  2020,  dengan dibantu oleh 

Kosmara, S.H. sebagai  Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu 

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua 

belah pihak yang berperkara.  

Ketua Majelis, 

Ttd 

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. 

        Hakim Anggota, 

                 Ttd                                                                                                                                       

Drs.H. Mohammad Nor Hudlrien,S.H,M.H 

Hakim Anggota, 

Ttd 

 Drs. H. A. Fathoni Iskandar, M.H.  

Panitera Pengganti, 

                             Ttd 

                                                 Kosmara, S.H.  

Perincian Biaya Perkara 

1. Biaya Proses    : Rp134.000,00 

2. Redaksi  : Rp  10.000,00 

3. Materai  : Rp    6.000,00   

   Jumlah  : Rp150.000,00  

                                                     


